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Wawancara Dengan Ketua Pwi Sumut 

1. Menurut bapak apakah penerapan kebebasan pers sesuai dengan Undang-

Undang sudah berjalan dengan semestinya? 

Jawab sudah baik penerapannya hanya saja ada sedikit kekurangan 

pengetahuan oknum atau masyarakat tentang fungsi pers atau wartawan. 

2. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 

Jawab :PWI melakukan sosialisasi ke instansi pemerintahan maupun kepada 

masyarakat,seperti pwi lakukan di polri,tni,dan penmerintahan kabupaten kota. 

Dan dsini juga wartawan harus paham tugas dan kewajibannya, tidak semua 

informasi dari narasumber harus diminta,contoh polisi ingin menaangkap gerbong 

narkoba,ini tidak bisa diberikan informasi kepada pers dikarenakn akan 

menggangu kinerja polri,begitu juga di kalangan tni pers tidak boleh menggali 

informasi yang dianggap penting oleh tni,harus mempunyai prosedurnya 

dikarenakn itu rahasia Negara.ini yang perlu dipelajari oleh wartawan. 

3. Menurut bapak apakah Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 sangat 

membantu PWI dalam menjalankan tugas?  

Jawab sangat membantu sekali hanya saja uu no 40 tahun 1999 perlu direvisi 

masalah pembuatan perusahaan pers yang dimana pers mencari sendiri uang untuk 

kebutuhannya,tetapi untuk kebebasan  nya pers sangat terbantu dengan adanya uu 

ini. Dan pwi untuk saat ini tidak berani mengajukan revisi kepada pemerintah 

dikarenakan takut yang akan direvisi itu kebebasannya bukan perusshaaan 

persnya. 
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4. Menurut Bapak daerah manakah yang sering terjadi pelanggaran pers di 

Sumatera Utara? 

Jawab. Didaerah pematang siantar masih sering terjadi konflik wartwan dengan 

instansi maupun masyarakat hanya saja tidak sampai ke pengadilan dikarenakan 

penyelesaiannya proses damai 

5. Untuk mendukung kebebasan pers dibutuhkan wartawan yg professional 

juga bagaimana upaya PWI mengatasi hal tersebut? 

Jawab : untuk saat ini pwi sedang melakukan uji kompetensi wartwan,disini 

wartwaan diberi pelajaran dan pengetahuan bagaimana cara-cara meliput yang 

benar dan sesuai prosedur. Dan untuk wartawan di sumut yang berjumlah hampir 

750 wartwaan baru setengah dari mreka yang sudah melakukan uji kompetensi 

wartawan  ini,sedangkan setengah lagi masih proses dikarenakan jumlah personel 

yang melakukan pengujian terbatas dan harus memanggil dari luar.. 

 

 


